
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kedudukan fatwa dalam hukum positif di Indonesia tidak disebutkan pada 

hierarki perundang-undangan bahwa fatwa termasuk dalam hukum 

positif. Sehingga tidak ada kekuatan hukum yang mengikat secara mutlak 

terkait kedudukan fatwa. 

2. Kedudukan MPU Aceh telah jelas diatur dalam _undang-Undang 

perlembagaan Indonesia, dimana MPU sebagai mitra kerja yang sejajar 

dengan badan legislatif dan eksekutif Pemerintah Aceh yang berperan 

dalam menetapkan fatwa untuk menjadi salah satu pertimbangan terhadap 

kebijakan pemerintah daerah dalam pemerintahan, pembangunan, 

pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Secara kelembagaan MPU Aceh 

dibentuk oleh amanat Undang-Undang, sehingga peran MPU Aceh dalam 

menetapkan produk dalam hal ini fatwa, tidak bisa bertentangan dengan 

Undang-Undang dan Konstitusi. 

3. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar sejak lahir seorang manusia di 

bumi. Maka sejak itu pula hak-hak dari manusia harus dipenuhi oleh 

negara, dan negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dengan 

berbagai macam ketentuan yang telah di atur baik dari berbagai 

instrumen-instrumen internasional maupun regulasi yang mengatur 

terkait hak asasi manusia itu sendiri. 



4. Dalam penerapan Hak Asasi Manusia di Aceh harus merujuk pada 

hierarki perundangn-undangan yang di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal penerapan HAM di Aceh yang 

mengaitkan salah satu cabang olahraga elektronik PUBG Mobile yang 

sudah membawa prestasi untuk Indonesia karena sudah mampu menjuarai 

kompetisi dunia. Olahraga elekronik PUBG Mobile sudah dimasukan 

dalam olahraga prestasi yang di atur pada Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dengan demikian 

untuk mewujudkan hak dan kewajiban setiap warga negara yang ingin 

mengembangkan diri melalui olahraga elektronik PUBG Mobile. 

Pemerintah Aceh harus menelaah kembail Fatwa Yang dikeluarkan oleh 

MPU Aceh agar tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap warga negara 

lebih khususnya warga Aceh. 

5.2 Saran 

1. Seharusnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh harus 

mempertimbangkan sebelum mengeluarkan fatwa. Terlebih dahulu harus 

mengundang pihak dari asosiasi e-sport yang ada di Aceh untuk sama-

sama membahas terkait pengaturan yang baik dalam cabang olahraga 

tersebut. Sehingga tidak akan membatasi bentuk pengembangan diri dari 

masyarakat Aceh dibidang olahraga elektronik tersebut. 

2. Pemerintah Aceh dan MPU Aceh harus koordinasi membuat Qanun atau 

Peraturan Daerah untuk membijaki cabang olahraga elektronik PUBG 

Mobile dengan pengaturan, baik dari segi waktu bermain game harus 

dibatasi, umur pun harus dibatasi, tempat-tempat bermain harus dibatasi 



tidak boleh ditempat umum, harus kerjasama dan berkoordinasi dengan 

pihak developer aplikasi game electronic PUBG Mobile agar apa yang 

kemudian menjadi keinginan dari Pemerintah dan Masyarakat Aceh 

dapat dipertimbangkan oleh pihak pengembang aplikasi tersebut. 

3. Pemerintah dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 

harus melakukan koordinasi dengan Asosiasi E-Sport Aceh, agar tidak 

ada deskriminasi yang akan dirasakan oleh masyarakat Aceh khusus para 

gamers Aceh 

4. Pemerintah Indonesia harus membuat regulasi berupa Undang-Undang 

yang secara khusus dapat mengatur cabang olahraga elektronik dengan 

secara lebih rinci. Agar tidak akan menimbulkan masalah yang akan 

meresahkan masayarakat Indonesia dikemudian hari. 
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